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KEPUTUSAN  

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
 

  NOMOR : 171.1/Kep. 06 -DPRD/2021 
 

TENTANG 
 

PENYEMPURNAAN  

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                  

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 SESUAI HASIL FASILITASI 

BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 100 ayat (2)  

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, DPRD bersama Bupati 
telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai hasil 
fasilitasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat  

sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda 
Provinsi Jawa Barat. 

 

 b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu 

Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk 
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan noreg perda. 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Nomor  2851); 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  3.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 
 

  5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,  tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

 
  8.  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
 

  9.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6393); 
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  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 
 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  Tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 
  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
  13.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6224); 
 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Permendagri R.I Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   
 

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terhadap 
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai Hasil 
Fasilitasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat; 
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KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada 

Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 
KETIGA : Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati untuk menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyempurnaan terhadap Raperda 
Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas   Peraturan 

Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun                
2018-2023 sesuai Hasil Fasilitasi Biro Hukum dan HAM Setda 

Provinsi Jawa Barat dengan mengakomodir Lampiran Keputusan 
ini; 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  
                      Ditetapkan di Purwakarta 
                      pada tanggal, 10 Mei 2021 

 
PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

KETUA, 

 
 

 
AHMAD SANUSI 

 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 

 
 
 

 
SRI PUJI UTAMI  

 
 
 

 
NENG SUPARTINI P 

 
 
 

 
WARSENO 

        
  

TEMBUSAN :  

1.  Yth. Bupati Purwakarta;  

2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. 
 

                      
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ttd 

ttd ttd ttd 



5 
 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.  
NOMOR : 171.1/Kep. 06 -DPRD/2021; 

TANGGAL : 10 Mei 2021 
TENTANG : PENYEMPURNAAN  RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 
1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  SESUAI 
HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM 

SETDA PROVINSI JAWA BARAT. 

    
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR  :        TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 
PENYEMPURNAAN  

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                  

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 SESUAI HASIL FASILITASI 

BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 342 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila 

terjadi perubahan yang mendasar, yakni perubahan 

kebijakan nasional; 
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  b. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa 

kebijakan nasional terkait dengan penanganan 

dampak pandemi Covid-19 dan perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah, maka RPJMD 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 harus 

dilakukan penyesuaian; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; 

Mengingat : 
1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) 
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sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 461); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

PerubahanKedua atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 237); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 

11); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2008 Nomor 16); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 

9); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2019 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan 

 

: 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TAHUN 2018-2023. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

2 Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 

tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Daerah yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan 

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa 

berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun; 

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, 

konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 

pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan 

nasional; 

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 

menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra 
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Perangkat Daerah; dan 

(5) Pada saat Perubahan RPJMD ditetapkan, maka 

RKPD dan Renja PD Tahun 2021 - 2023 wajib 

mempedomani ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 

          Ditetapkan di Purwakarta                   
          Pada tanggal, 10 Mei 2021 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 

ANNE RATNA MUSTIKA 

 
 

PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

KETUA, 

 
 

 
AHMAD SANUSI 

 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 
 

 
 

 
SRI PUJI UTAMI  

 

 
 

 
NENG SUPARTINI P 

 

 
 

 
WARSENO 

 

 

 

 

ttd 

 ttd 

ttd ttd ttd 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM 

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (3), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2018-2023. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang–Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan 

keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai 

dengan tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu 

untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil 

pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, 

program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu 

dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan 

pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan 

adanya bencana pandemic covid-19 yang terjadi sekarang ini telah 

menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik 

aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 
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Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini 

dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, 

tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, 

perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target 

pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu 

kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target 

indikator-indikator makro perekonomian kedepan seperti Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), 

PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, 

Indeks Gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan 

mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar 

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang 

mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan 

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 

pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu 

terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018-2023 diantaranya yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta; 

8. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu 

disesuaikan. 

 

Atas dasar tersebut diatas, maka perlu dilakukan Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Pasal 7 

   Cukup Jelas 

 

Pasal II 

  Cukup Jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 
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